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RINGKASAN 

 

Rhamadani, Desember 2023. Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit 

yang Berada dalam Kawasan ditinjau Berdasarkan Pembangunan 

Berkelanjutan. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. H. M. Hadin 

Muhjad, S.H., M.Hum.  

Konsep Negara sebagai satu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga 

kekuasaan berada ditangan Negara. Negara dibekali Hak Menguasai Negara dalam 

mengeloa kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaiman diatur dalam pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945, Negera memiliki  kewenangan untuk mengatur, merencanakan serta 

mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang digunakan sebesar- 

besarnya untuk kemakmuran rakyat secara lintas generasi, negara wajib menjamin 

kesedian tanah baik dimasa kini hingga masa depan nantinya hal ini sejelan dengan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan. 

Konsekuensi dari Hak Menguasai Negara tersebut terhadap sumber daya alam 

khususnya terhadap tanah/lahan dan kawasan hutan  yang dijabarkan dalam undang-

undang selama ini banyak menimbulkan permasalahan dalam hubungan antara 

pemerintah (sebagai penyelenggara Negara) dan perusahaan perkebunan kelapa sawit 

yang telah mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku. sehingga mengakibatkan 

ketidakpastian hukum bagi pemegang Sertifakat HGU. 

Status HGU perkebunan kelapa sawit masih sering terjadi tumpang tindih dengan 

kawasan hutan (overlapping), padahal status penguasaan tanah untuk perkebunan 

kelapa sawit masih aktif, belum termasuk golongan tanah terlantar. Namun oleh 

pemerintah ditetapkan menjadi kawasan hutan, hal ini berdasarkan pada contoh kasus 

pada putusan nomor 49/G/2021/PTUN-JKT, namun dalam putusan tersebut 

dimenangkan oleh Pemegang HGU sehingga SK Penetapan Kawasan Hutannya 

dibatalkan. 

Perkebunan kelapa sawit adalah industri yang penting bagi perekonomian Indonesia. 

Namun, di balik manfaatnya, terdapat dampak lingkungan yang perlu diperhatikan 

secara serius dikarenakan menghalangi keberlanjutan lingkungan hidup karena 

cenderung mengakibatkan kerusakan hutan. 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui status HGU 

yang dibebani menjadi Kawasan Hutan serta bagaimana dampak perkebunan kelapa 

sawit terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan 

analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku–buku, karya 

ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti 



 
 

ix 
 

jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok 

permasalahan.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa: 

1. Sebelum mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha  pada kawasan hutan maka 

berdasarkan Pasal 27 PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan 

wajib diselesaikan dulu penguasaan tanah pada kawasan hutan tersebut. Untuk 

kegiatan perkebunan kelapa sawit hanya dapat dilakukan pada Kawasan Hutan 

Produksi jadi pola penyelesaiannya berupa persetujuan pelepasan kawasan 

hutan yang dikeluarkan oleh KLHK, sebelum mengeluarkan persetujuan 

pelepasan kawasan hutan harus terlebih dahulu dilakukan penilitian oleh Tim 

Terpadu, yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada menteri untuk: 

melakukan pelepasan kawasan hutan seluruhnya atau sebagian, menolak 

pelepasan kawasan hutan, dan atau melakukan perubahan kawasan hutan 

menjadi Kawasan Hutan Tetap. Namun pada realitanya terhadap lahan yang 

sudah dilepaskan status Kawasan Hutannya untuk dijadikan HGU dapat 

ditetapkan lagi menjadi Kawasan Hutan. hal ini di disebabkan dalam Proses 

Penunjukan sampai penetapan kawasan kawasan hutan kurang memerhatikan 

klaim dan keberadaan pihak lain di lapangan, serta kurang menyediakan ruang 

partisipasi publik dan dalam kacamata UU Administrasi Pemerintahan terdapat 

pelanggaran-pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  

2. Pembangunan berkelanjutan merupakah amanat konstitusi yang tertuang pasal 

33 ayat (4) UUD 1945 yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif 

yang timbul terhadap hutan. Perkebunan Kelapa sawit jika dilihat Berdasarkan 

Pembangunan Berkelanjutan, setidaknya ada 3 aspek yang harus diperhatikan 

diantaranya; sosial, ekonomi, dan lingkungan Dalam aspek ekonomi dampak 

perkebunan kelapa sawit dapat terlihat dari serapan Tenaga Kerja dalam 

perspektif ekonomi yang dimana Kerja Sektor sawit di Indonesia, Dampak 

sosial yang saling berkaitan yang dimana dengan adanya perkebunan kelapa 

sawit telah membawa perubahan ekonomi masyarakat sehingga  menyebabkan 

masyarakat lebih individual dan menghilangkan budaya gotong royong dan 

Dalam aspek Lingkungan yang paling fatal adalah menyebabkan deforestasi. 

Maka dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit harus mempertimbangkan 

pembangunan berkelanjutan menjadi pijakan penting dalam pengelolaan 

perkebunan kelapa sawit agar tidak merusak ekosistem, mengurangi deforestasi, 

serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui bagaimana Hak 

Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan serta bagaimana 

dampaknya terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif, dengan menggunakan tipe doctrinal research serta Pendekatan Perundang-

undangan (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) 

sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum 

menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, 

dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.  

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama Status Hak Guna Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit tidak boleh dibebani hak Penguasaan lainnya, sebelum mendapatkan 

HGU dalam kawasan hutan maka berdasarkan pasal 27 PP 23 Tahun 2021 tentang 

penyelanggaraan kehutan wajib dilepaskan status kawasan hutannya. Kedua 

perkebunan kelapa sawit dalam prinsip Pembangunan Berkelanjutan, setidaknya ada 3 

aspek yang harus diperhatikan diantaranya; sosial, ekonomi, dan lingkungan dari ketiga 

aspek ini menuai pro dan kontra. Maka dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit harus 

mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan menjadi pijakan penting dalam 

pengelolaan perkebunan kelapa. 

 

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Hak Guna Usaha (HGU), Kawasan Hutan, 

Pembangunan Berkelanjutan 
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